PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA KELAS I A

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16-U1/33/KPN/SK/KP.00.3/IV/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PADA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Bahwa untuk menjamin kualitas dan objektifitas dalam
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil
Negara (ASN) jabatan Kesekretariatan dan Kepaniteraan pada
setiap Pengadilan Tingkat Pertama, maka perlu membentuk
tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya;

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor I1
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun
2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata  Kerja  Kepaniteraan dan
Kesekretariatan  Peradilan telah diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja  Kepaniteraan Dan
Kesekretariatan Peradilan;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1/SEK/SK/I/ 2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi
Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Mutasi Tenaga Kesekretariatan Menjadi
Tenaga Teknis (Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita
Pengganti);

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 2/DJU/SE/VI/2012 tentang  Pengangkatan
Jurusita dan Jurusita Pengganti,

Surat Edaran Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor
4/DJU/KP.01.2/12/2017 Tentang Pengangkatan Panitera



Menetapkan
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KEDUA

KETIGA
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Pengganti;
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
PALANGKARAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN
PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

Membentuk Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan
susunan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tugas pokok Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada
Ketua Pengadilan Negeri dalam hal pengusulan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan
dari jabatan Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palangkaraya;

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 31 TAHUN 2022
tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Kelas IA, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan
perbaikan sebagimana mestinya;

Salinan Keputusan disampaikan kepada:
a. YM. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

b. Yth. Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya.

c. Yth. Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri
Palangkaraya/RB/ZI: Manajemen Perubahan,
Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

Ditetapkan di: Palangkaraya
Pada tanggal : 12 April 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA,

Ditandatangani secara

elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

H. AGUNG SULISTIYONO

— UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA
NOMOR W16-U1/33/KPN/SK/KP.00.3/IV/2023

TANGGAL 12 APRIL 2023

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1 ACHMAD PETEN SILI, S.H., | Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya
M.H selaku Ketua Tim
2 BOXGIE AGUS SANTOSO, Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya
S.H., M.H. selaku Anggota Tim
3 ERHAMMUDIN, S.H., M.H Hakim Pengawas Bidang Layanan
Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
Pengadilan Negeri Palangkaraya selaku
Anggota Tim
4 JON MAKMUR SARAGIH, Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya
S.H., M.H. selaku Anggota Tim
S Hj. SRI WIDARTI, S.Sos., Sekretaris Pengadilan Negeri Palangkaraya
S.H. selaku Anggota Tim
6 RUSSIANNA, S.H. Kasub. Bag. Kepegawaian Organisasi dan
Tatalaksana Pengadilan Negeri Palangkaraya
selaku Sekretaris
/;537:}!: Ditandatangani secara elektronik oleh
\5‘? N ’ KETUA PENGADILAN NEGERI
| 45 )yE| PALANGKARAYA
i i)
% ¢ H. AGUNG SULISTIYONO
. — UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
&4 cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

— Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
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